
 
 

 
 

 
 

WALIKOTA TEGAL 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL 

NOMOR  19.A  TAHUN 2017 

TENTANG 

TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TEGAL, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) 

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Tegaltentang Tunjangan 
Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Tegal; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat; 

  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 danNomor 17 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

  4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

   6. Undang-Undang . . . 

SALINAN 
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  6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Nomor 5234); 

  7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten 
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai 

Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4713); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92‚ 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73‚ Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

    

14. Peraturan . . . 
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  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106‚ Tambahan 
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6057); 

  15.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan 

Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 

  16.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Tegal(LembaranDaerahKota TegalTahun 2006Nomor 2). 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 
4); 

  17.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota TegalTahun 2008 Nomor 16); 

  18.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal 
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 2); 

  19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negeri 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

 
 

MEMUTUSKAN  : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN 
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL. 
 
 

BAB I . . . 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tegal. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Walikota adalah Walikota Tegal. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah  
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan 
wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota 

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin 
Sekretariat DPRD. 

9. Tunjangan Transportasi adalah besaran yang harus dibayarkan sesuai 

dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar 
kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

 
BAB II 

TUNJANGAN TRANSPORTASI 

 
Pasal 2 

 
(1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mendapatkan Tunjangan Transportasi.  

 
(2) Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap 

bulan. 
 
(3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan dan/atau 

diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.  

 

Pasal . . . 
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Pasal 3 

 
(1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar 
harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 
(2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan 

standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar 
kendaraan dinas jabatan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya 

operasional kendaraan dinas jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tunjangan transportasi Ketua DPRD setara dengan harga sewa kendaraan 

dinas jabatan untuk Walikota yaitu paling besar Rp11,000,000,- (Sebelas 

juta rupiah) termasuk Pajak; 

b. tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD setara dengan harga sewa 

kendaraan dinas jabatan untuk Wakil Walikota yaitu paling besar 
Rp10,000,000,- (Sepuluh juta rupiah) termasuk Pajak; dan 

c. tunjangan transportasi Anggota DPRD setara dengan harga sewa 

kendaraan dinas jabatan untuk Eselon II yaitu paling besar 
Rp8,825,000,- (Delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) 

termasuk Pajak. 

 
(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 

terhitung mulai bulan Oktober 2017. 

 
(4) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi 
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.  

 

BAB III 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 4 

 
(1) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD dan 

Anggota DPRD menjadi tanggung jawab Sekretaris DPRD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
(2) Pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. 

 
(3) Bagi Pimpinan DPRD yang telah disediakan kendaraan dinas jabatan maka 

tidak diberikan tunjangan transportasi. 

 
 

 
BAB . . . 
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Diundangkan di Tegal 

pada tanggal 29 September 2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 

 

ttd 

 

DYAH KEMALA SINTHA 

 

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 19.A 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal. 
 

Ditetapkan di Tegal 

pada tanggal  29 September 2017 
 

Plt. WALIKOTA TEGAL, 
 

ttd 

 
MOHAMAD NURSOLEH 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 

ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si. 

Pembina 
NIP 19731003 199311 1 001 


